





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tinggi tidak lain akan lahir dari apresiasi terhadap adanya kebhinneka-
an budaya nusantara serta adanya komunikasi yang intens antara
pribadi-pribadi masyarakat Indonesia yang beragam. Selanjutnya
toleransi yang tinggi akan lahir dari komitmen setiap orang Indonesia
terhadap persatuan bangsa dan kesatuan negara Indonesia sebagai
perwujudan dari sumpah Pemuda 1928." Komitmen tersebut di atas
hanya dapat lahir dari usaha yang nyata melalui pendidikan nasional
yang mengakui adanya kebudayaan lokal.

3. KEBUDAYAAN SEBAGAI PEREKAT PERSATUAN
BANGSA DAN KESATUAN NEGARA

Krisis yang dihadapi oleh masyarakat dan negara Indonesia
dewasa ini antara lain yang mengkhawatirkan ialah suatu gejala ke
arah disintegrasi bangsa. Dengan demikian muncul pertanyaan apakah
masih ada unsur-unsur perckat bagi persatuan bangsa dan kesatuan
negara Indonesia? Di dalam hal ini dapat kita cksplor berbagai
pandangan para ahli mengenai fungsi kebudayaan sebagai sarana
perekat kehidupan masyarakat. Adalah sangat menarik pekerjaan
pionir dari seorang ahli psikologi Rusia Lev Vygotsky (1896-1934)
yang mengemukakan pandangannya tentang hubungan antara kognisi
dan ekologi."” Munculnya psikologi ekologis (Ecological Psychology)
berdasarkan pemikiran rintisan Vygotsky. Menurut Vygotsky kognisi
bersifat sosial dan mental. Artinya kegiatan kognitif manusia hanya
bisa terjadi di dalam lingkungan sosial dan budaya. Selanjutnya
kegiatan kognitif bersifat mental yang hanya dapat distimulasi oleh
lingkungan. Dengan kata lain antara kognisi dan lingkungan budaya

""Sockarno, Warisilah Api Sumpah Pemuda, Kumpulan pidato Bung Karno
di hadapan pemuda 1961-1964.
WMITECS, op.cit. hal. 878-879.
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merupakan suatu kesatuan. Pemikiran inilah yang pada akhir-akhir
ini dikenal sebagai situated cognition and learning serta situatedness/
embeddedness (C.J. Gibson). Di dalam kaitan ini telah dianalisis
bagaimana peranan individu di dalam hubungan antara kognisi dalam
lingkungan sosial-budaya. Di dalam konsep ini individu tetap mem-
punyai peranan yang menentukan. Di dalam eksperimen-eksperimen
human computer interaction membuktikan bahwa individu mem-
punyai peranan penting di dalam human navigation. Penelitian akhir-
akhir ini mengenai perkembangan kognisi serta kemajuan komputer
menunjukkan bahwa pengembangan kognisi yang distimulasi oleh
lingkungan sosial dan budaya merupakan suatu proses. Hal ini berarti
bahwa di dalam pengembangan kognisi diperlukan apresiasi budaya.
Apresiasi budaya bukan sesuatu yang lahir dengan sendirinya tetapi
merupakan suatu proses antara individu dengan kebudayaannya atau
di dalam proses belajar. Apresiasi budaya adalah merupakan suatu
proses belajar.

a. Pendidikan Kebudayaan untuk Persatuan Bangsa

Pendidikan kebudayaan, juga dalam hal pendidikan yang berda-
sarkan kebudayaan berarti bahwa kebudayaan bukan hanya dipelajari
tetapi terlebih diapresiasi. Hubungan antara kognisi dengan ling-
kungan berarti bahwa perkembangan kognisi juga aspek-aspek lainnya
dari kepribadian manusia seperti berbagai jenis inteligensi hanya dapat
berkembang di dalam interaksi dengan lingkungan atau kebudayaannya.
Dengan interaksi tersebut maka individu-individu dapat berhubungan
satu dengan yang lain sehingga dapat tumbuh dan berkembang rasa
persatuan. Tanpa pengenalan satu dengan yang lain akan muncul saling
curiga dan bukan tidak mungkin ke arah perpecahan. Pengalaman
lahirnya negara Singapura menunjukkan bagaimana unsur kebudayaan
dijadikan sebagai alat perekat bagi warga Singapura yang mempunyai
kelompok-kelompok etnis dengan budaya dan bahasanya masing-
masing.
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Unsur-unsur kebudayaan beragam tersebut telah melahirkan
suatu politik bahasa di Singapura® dengan mengadopsi bahasa Inggris
sebagai bahasa persatuan dengan mengembangkan bahasa-bahasa
etnis dari masing-masing kelompok bangsa. Dengan demikian terjadi-
lah suatu persatuan bangsa yang kaya dengan nuansa-nuansa budaya
dari masing-masing unsur etnis. Kebanggaan sebagal suatu bangsa
muncul dari keanekaragaman budaya etnis tetapi juga dapat disatukan
demi untuk mencapai tujuan bersama.

Pentingnya budaya lokal termasuk bahasa daerah di dalam teor
Vygotsky yang berkembang dalam Ecological Psychology menunjuk-
kan bahwa unsur-unsur lokal merupakan fondasi dari perkembangan
kognitif manusia. D1 dalam kehidupan modern yang serba terbuka
perkembangan kognisi merupakan unsur yang sangat penting. Bukan-
kah abad 21 merupakan abad terbuka yang dikuasai oleh ilmu penge-
tahuan dan teknologi yang memerlukan kemampuan kognitif yang
besar? Oleh sebab itu pengembangan kognisi di dalam proses pendi-
dikan yang menuntut adanya interaksi dengan lingkungan berarti
pula menuntut pengenalan dan apresiasi budaya lokal.

b. Pendidikan Kebudayaan sebagai Sarana Kesatuan Negara
Apabila kita lihat peranan kebudayaan sebagai perekat persa-
tuan bangsa, maka kebudayaan juga berfungsi sebagai alat perekat
sebagai kesatuan negara. Di samping apresiasi terhadap budaya lokal
atau etnis maka tahap selanjutnya bagi masyarakat dan bangsa Indo-
nesia 1alah apresiasi terhadap kebudayaan nasional. Memang kebu-
dayaan nasional belum terbentuk tetapi di dalam proses pembentukan
yang terus-menerus sebagaimana yang telah diikrarkan dalam
Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tahun 1928. Di dalam

0. Michael Hill & Lian Kwen Fee, The Politics of Nation Building and
Citizenship in Singapore, khusus Bab 3 mengenai *Education and Bilinguism,”
hal. 67-90.
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kebudayaan nasional antara lain kita lihat peranan bahasa Indonesia
sebagai bahasa nasional dijadikan sebagai perekat kesatuan negara.
Dengan bahasa nasional dapat terjadi komunikasi antar etnis yang
beragam. Dan dengan demikian pula dapat merupakan salah satu
unsur untuk melaksanakan efisiensi di dalam kehidupan bermasya-
rakat dan bernegara. Salah satu tugas pendidikan nasional ialah
pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan me-
rupakan salah satu unsur kebudayaan nasional. Pengembangan
kebudayaan nasional bukan berarti menghilangkan kebudayaan lokal
atau kebudayaan etnis. Kebudayaan etnis merupakan unsur-unsur
fundasi dari kebudayaan nasional.

4. MENINGKATKAN APRESIASI BUDAYA DALAM
PENDIDIKAN FORMAL

Intelektualisme yang telah menjadi ciri pendidikan nasional
telah mengasingkan budaya dan apresiasi budaya di dalam pendidikan
nasional. Bukan berarti bahwa kognisi tidak diperlukan di dalam
pengembangan kepribadian manusia. Seperti yang telah diuraikan
terdahulu justru kognisi merupakan syarat penting di dalam apresiasi
budaya. Apabila kita lihat apa yang dikemukakan van Peursen?!
mengenai perkembangan kebudayaan dengan tiga tahap yaitu tahap
mistis, ontologis, dan fungsional, maka tahap ontologis dan fungsional
tidak dapat berkembang tanpa tahap mistis yang sangat membutuhkan
kemampuan apresiasi yang sangat bersifat emosional. Kekurangan
dari sifat yang sangat intelektualistis di dalam pendidikan ialah
mengenyampingkan apresiasi nilai-nilai budaya yang lain yang tidak
kurang pentingnya seperti pengembangan inteligensi emosional yang
sangat diperlukan di dalam kehidupan masyarakat, pengembangan

' C.A. van Pecursen, Strategi Kebudayaan, hal. 18.
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nilai-nilai estetik dan religius yang merupakan dasar dar1 pengambilan
keputusan etis dan yang merupakan basis dari suatu kehidupan
masyarakat madani. Oleh sebab itu paradigma pendidikan nasional
yang pada masa yang lalu cenderung kepada pandangan yang seg-
mentaris, diganti dengan suatu pandangan yang komprehensif dan
didasarkan kepada realitas kehidupan yaitu kehidupan yang dihidupi
oleh kebudayaan baik lokal maupun nasional.

Pengembangan apresiasi budaya terjadi sejak manusia itu lahir.
Apabila kita simak apa yang dikemukakan oleh para ahli antropologi
ekologis serta ahli-ahli teori-teori linguistik seperti Lev Vygotsky,
maka pengembangan kognisi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan
atau proksimitas seseorang.”” Dengan kata lain seorang manusia dan
suatu masyarakat tidak mungkin dicerdaskan tanpa pengembangan
kognisi yang berkaitan dengan lingkungan serta kebudayaannya.

a. Pengembangan Apresiasi Budaya dalam Kekayaan Budaya Nusantara

Teori Vygotsky menunjukkan dengan jelas kepada betapa ling-
kungan budaya yang dimulai dengan lingkungan yang terdekat yaitu
keluarga, masyarakat sangat menentukan di dalam perkembangan
kognisi anak manusia. Tanpa apresiasi budaya yang ada di sekitamya
tidak mungkin terjadi perkembangan kemampuan kognftif. Apabila
pada suatu tingkat tertentu perkembangan nilai-nilai etis dan estetika
meminta pengembangan kemampuan kognisi, maka dengan sendiri-
nya penghayatan secara total dari nilai-nilai kebudayaan tidak dapat
berjalan tanpa pengembangan kemampuan kognitif. Oleh sebab itu
kebudayaan daerah merupakan dasar dari pengembangan pribadi
seorang anak manusia serta dasar modernisasi. Menghilangkan
kebudayaan daerah di dalam berbagai bentuknya berarti memotong
alur komunikasi yang merupakan kondisi serta perangsang untuk

* Lihat: H.A.R. Tilaar, Quo Vadis Anak Bangsa? (terbit 2000).
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perkembangan kepribadian dan perkembangan kebudayaan.”® Dengan
demikian tingkah laku manusia dengan berbagai jenis nilai tidak
mungkin dapat dilaksanakan. Anak manusia yang hidup dari keter-
asingan dan tercabut dari akar budayanya akan kehilangan pegangan
di dalam kehidupan selanjutnya. Di dalam dunia modern yang terbuka
seperti di dalam lingkungan kehidupan kota metropolitan, perkem-
bangan anak di dalam situasi yang demikian akan menjadi sangat
peka dari unsur-unsur pengaruh luar atau nilai-nilai yang asing
baginya. Dengan demikian tingkah laku mereka itu menjadi tidak
menentu tanpa arah dan mudah jatuh pada nilai-nilai yang merusak
kehidupan bersama. Lebih-lebih lagi di dalam dunia terbuka dan
globalisasi berbagai ancaman terhadap kehidupan anak manusia
seperti penggunaan narkoba akan mudah menimpa generasi muda.
Apabila anak manusia itu hidup dan berakar dari kebudayaan lokal
maka ini berarti kontrol dari masyarakat akan terjadi terus-menerus
schingga pembentukan kepribadian anak akan berjalan secara wajar.
Partisipasi masyarakat di dalam proses pendidikan anak termasuk
di dalamnya sistem reward and punishment akan berjalan dengan
efektif. Lihat misalnya mengenai akibat menyalahgunaan narkoba
terutama di kota-kota besar kini telah menjangkau para siswa seko-
lah dasar. Antara keluarga, sckolah dan masyarakat di dalam kehi-
dupan kota-kota besar telah kehilangan komunikasi. Anak telah
lepas dari kontrol non-formal dari masyarakat luas. Apabila pendi-
dikan dirumuskan sebagai suatu proses hominisasi dan proses
humanisasi** maka ini berarti pendidikan tidak dapat dilepaskan
dari nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam kebudayaan yang nyata
dari kehidupan anak. Dengan proses humanisasi, manusia itu bukan
hanya sekadar untuk hidup dan makan tetapi juga bertanggung

* Mursal Esten, Desentralisasi Kebudayaan, Bab 18, Tradisi versus Negara,
hal. 153-160.
*'H .A.R. Tilaar, op.cit. hal. 171; Mudji Sutrisno, loc.cit.
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jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap kesejahteraan masyara-
katnya.

Dengan proses humanisasi, anak manusia itu menguasai ilmu
pengetahuan serta penerapannya, penghayatan terhadap seni dalam
berbagai bentuknya. Proses hominisasi dan proses humanisasi meru-
pakan suatu kesatuan yang terjadi di dalam kehidupan kebudayaan
yang mengandung unsur-unsur universal, partikular dan global.®
Mengutip pendapat Edwards dan Richey yang mengatakan sebagai
berikut: If education is to find its sense of direction and the kind of
civilization we hope to build, we must, of course reach some
agreement about the core values that will serve as the touchstone of
human behavior.”® Nilai-nilai inti tersebut terjadi di dalam lingkungan
kebudayaan lokal dan nasional.

Melihat bahwa kebudayaan 1tu merupakan suatu totalitas yang
integratif, maka pendidikan baik formal maupun non-formal haruslah
berkenaan dengan kescluruhan aspek kebudayaan dan bukan semata-
mata dibatasi kepada nilai-nilai ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan
saja baru merupakan salah satu aspek dari suatu kebudayaan. Dengan
demikian pendidikan nasional bukan hanya meliputi pelajaran tetapi
lebih esensi 1alah nilai-nilai kebudayaan sebagai keseluruhan.

b. Apresiasi Budaya dalam berbagai Tingkat atau Jenjang Pendidikan

Oleh sebab pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan
maka berbagai jalur pendidikan haruslah berada di dalam dan untuk
kebudayaan. Pengembangan apresiasi budaya tentunya harus disesuai-
kan dengan perkembangan kognisi anak. Apabila kita mengambil
konsep perkembangan kebudayaan dari van Peursen yaitu tingkat
pengembangan mistis, ontologis. fungsional, maka pengembangan

» Ibid. hal. 170.
¢ Ibid, hal. 172.
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apresiasi budaya juga dapat diprogramkan mengikuti tingkat-tingkat
pengembangan kebudayaan manusia.?’

Peningkatan Apresiasi Budaya Untuk Pendidikan Dasar

Pada masa Orde Baru sebenarnya telah dikembangkan konsep
wawasan Wiyata Mandala. Di dalam konsep tersebut sekolah diang-
gap sebagai suatu pusat kebudayaan. Artinya program pendidikan
di sekolah bukan hanya pengembangan kemampuan intelektual tetapi
juga pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Demikian pula
sekolah tidak terasing dari kehidupan masyarakatnya tetapi merupa-
kan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Dengan demikian
sebenarnya model pendidikan yang dianjurkan dewasa ini, pendidikan
dari dan oleh masyarakat (communitybased education) sebenarnya
telah terangkum dengan wawasan Wiyata Mandala. Sayang sekali
pelaksanaan konsep ini hanya terbatas pada tingkat konseptual saja.

Di dalam prakteknya pendidikan di sekolah dasar telah dimani-
pulasikan untuk tujuan-tujuan politis serta suatu sistem yang
sentralistik. Dengan berbagai mekanisme dari suatu sistem yang
sentralistik misalnya dengan adanya kurikulum yang terpusat dan
seragam, evaluasi yang terpusat dan seragam di dalam bentuk
EBTANAS, maka jiwa dari wawasan Wiyata Mandala mati di tengah
jalan. Akibatnya ialah pendidikan terasing dari masyarakat, dan
selanjutnya pendidikan terlepas dari kebudayaan. Masyarakat tidak
merasa memiliki pendidikannya. Sistem pengawasan masyarakat di
dalam bentuk reward and punishment menjadi sirna. Pendidikan
semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah dengan birokrasi-

2" Tentunya tidak ada paralelisme antara evolusi perkembangan kebudayaan
dengan pengembangan apresiasi budaya, namun perkembangan kognitif anak
berkaitan pula dengan daya fantasi dan logika anak. Anak tertarik pada ceritera
dongeng dan dunia khayal, remaja mulai mempertanyakan keberadaan realitas,
pemuda mulai mempertanyakan makna atau fungsi dari realitas.
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nya. Hal ini berarti tidak ada tempat untuk kebudayaan apalagi untuk
tumbuhnya apresiasi budaya. Kebudayaan lokal menjadi asing dari
masyarakat dan tidak mempunyai tempat di dalam kurikulum pendi-
dikan. Pendidikan menjadi kering dari nilai-nilai budaya yang luhur
dan digantikan dengan program indoktrinasi dengan mengajarkan
mengenai nilai-nilai dan bukan bertindak dan berbuat sesuai dengan
nilai-nilai yang hidup dan bertumpu di dalam kebudayaan lokal.?®
Pendidikan dari dan untuk masyarakat mengharuskan hidupnya nilai-
nilai kebudayaan di dalam kurikulum. Hal ini berarti perlunya adanya
otonomi kelembagaan yang disebut sekolah yang terikat dengan erat
dengan nilai-nilai budaya lokal. Selanjutnya, sesuai dengan fungsi
sekolah sebagai lembaga sosial yang mengandung visi nasional secara
berangsur-angsur mengembangkan apresiasi terhadap budaya nasional
seperti misainya bahasa Indonesia dan pengenalan terhadap budaya-
budaya lokal atau etnis lainnya. Hal ini dapat dicapai bukan hanya
melalui sumber-sumber tertulis dan tradisi lisan mengenai kebudayaan
lokal dan antar daerah tetapi juga melalui lembaga-lembaga atau
situs-situs budaya yang berada di sekitar anak didik.

Keterikatan antara pendidikan dengan apresiasi budaya lokal
mengharuskan penggalian dari peninggalan-peninggalan budaya
seperti ceritera-ceritera rakyat, tarian, artifak-artifak kebudayaan yang
berada di sekitar sekolah. Unsur-unsur kebudayaan itu perlu dipeliha-
ra, dikembangkan dan diperkenalkan kepada anak didik. Demikian
pula di dalam program kurikulum sekolah digiatkan pengenalan
terhadap nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya, penulisan,
mengarang mengenai nilai-nilai budaya yang ada. Buku-buku menge-
nai budaya lokal perlu disusun dan digunakan di masing-masing
daerah. Kurikulum muatan lokal yang hingga kini tidak mempunyai
wujudnya perlu dijadikan titik tolak pengembangan apresiasi budaya.

2 Mursal Esten, loc.cit.
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Pada tingkat pendidikan menengah, para siswa diperkenalkan
kepada unsur-unsur kebudayaan yang lebih luas dan lebih beragam.
Sesuai dengan perkembangan ontologis kebudayaan, para siswa bukan
hanya disodorkan mengenai fakta-fakta budaya tetapi mulai mengem-
bangkan kemampuari penalaran terhadap nilai-nilai budaya. Kepada
mereka telah mulai dikembangkan kemampuan untuk menganalisis
secara kritis mengenai nilai-nilai adat-istiadat mana yang bermanfaat
mana yang dapat ditinggalkan dan nilai-nilai apa saja yang perlu
dikembangkan. Perkembangan kebudayaan ontologis meminta kemam-
puan kognisi untuk apresiasi. Dengan demikian apresiasi budaya pada
tingkat pendidikan menengah telah mulai diperkaya dengan nilai-nilai
budaya yang lebih luas dari kebudayaan regional bahkan kebudayaan
dunia. Untuk apresiasi seni dan literatur misalnya para siswa sekolah
menengah kita sangat minim.” Berbeda misalnya dengan tuntutan
bacaan literatur para siswa sekolah menengah pada jaman kolonial
yang sudah diharuskan mengenal dan menguasai literatur dunia. Di
dalam hal ini penguasaan bahasa asing telah merupakan suatu tuntutan
mutlak apalagi di dalam dunia terbuka dewasa ini.

Pada tingkat pendidikan tinggi perkembangan fungsional kebu-
dayaan meminta kemampuan penalaran secara kritis mengenai nilai-
nilai yang ada. Hal ini berarti lembaga-lembaga pendidikan tinggi
bukan hanya merupakan pusat riset untuk ilmu pengetahuan tetapi
juga pusat riset untuk kebudayaan. Pada tingkat pendidikan tinggi
diperlukan kajian-kajian konseptual mengenai pengembangan nilai-
nilai dan sikap toleransi dari bangsa Indonesia yang majemuk. Sete-
rusnya bagaimana mengembangkan kerjasama antar etnis yang berbeda
kebudayaan tetapi bertekad dan mempunyai komitmen untuk bekerja-
sama di dalam negara kesatuan.

¥ Kemampuan membaca serta pengembangan apresiasi sastra di sekolah
menengah kita sangat minim dibandingkan dengan di negara-negara tetangga
dikemukakan oleh sastrawan Taufiq Ismail dalam berbagai ceramahnya.
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Demikian pula nilai-nilai hukum dan disiplin hidup bersama
perlu dikaji keberlakuannya di dalam lingkungan budaya lokal (etnis)
sehingga dapat dijadikan landasan bagi kehidupan masyarakat yang
berdisiplin. Masyarakat tanpa disiplin tidak mungkin mempunyai
kelanjutan hidup. Di dalam kaitan in1 barangkali sudah pada waktunya
untuk meninjau kembali Tr1 Dharma pendidikan tinggi yaitu melak-
sanakan pengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
Rumusan mengenai Tri Dharma pendidikan tinggi perlu disesuaikan
dengan perubahan kehidupan masyarakat.*

Di dalam kajian UNESCO mengenai perubahan dan pengem-
bangan pendidikan tinggi di dalam abad 21 dikemukakan berbagai
kecenderungan yang perlu diperhitungkan yaitu proses demokratisasi,
globalisasi, regionalisasi, polarisasi, marginalisasi, dan fragmentasi.’!
Keenam kecenderungan tersebut menempatkanpendidikan tinggi untuk
merumuskan kembali visi dan misinya agar dapat memberikan jawaban
terhadap kebutuhan masyarakat. Demokratisasi meminta pendidikan
tinggi untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi yang mempunyai
kemampuan intelektual. Globalisasi menuntut pendidikan tinggi untuk
tidak picik di dalam pandangannya menghadapi masyarakat yang
terbuka. Regionalisasi menuntut pendidikan tinggi bisa bekerjasama
dengan pendidikan tinggi dalam lingkup regional agar supaya dapat
maju dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Polarisasi perlu dicegah
agar supaya pendidikan tinggi dapat menjaga jarak yang semakin besar
antara negara maju dan negara berkembang di dalam proses globalisasi.
Selanjutnya marginalisasi pendidikan tinggi dapat menyebabkan
terlemparnya para mahasiswa dari arus perubahan yang cepat apabila

3 H.AR. Tilaar, “Mencari Paradigma Baru Perguruan Tinggi dalam
Milenium I11.” Bab 12 dalam Beberapa Agenda Refomasi Pendidikan Nasional,
hal. 208-227.

UNESCO, Policy Paper for Change and Development In Higher
Education (1995).
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program pendidikan tinggi tidak peka terhadap perubahan yang terjadi
dengan cepat. Akhirnya fragmentalisasi merupakan bahaya bagi
pendidikan tinggi yang dapat memecah-belah masyarakat apabila
pendidikan tinggi tidak peka terhadap perkembangan yang ada.

Pembentukan masyarakat Indonesia baru sebagai suatu masya-
rakat madani (civil society) memerlukan partisipasi pendidikan tinggi
agar tidak terjadi pengotak-ngotakan kehidupan di dalam masyarakat
antara sekelompok elit pendidikan tinggi dengan masyarakat luas.
Dengan demikian Tri Dharma pendidikan tinggi yang ada yang
mempunyai arti yang sempit perlu diberikan rumusan kembali meng-
hadapi tuntutan perubahan kehidupan global dan perkembangan
kehidupan nasional. Kecenderungan kehidupan nasional akhir-akhir
ini yang mengkhawatirkan ke arah disintegrasi bangsa perlu dikuatkan
kembali melalui nilai-nilai kebudayaan yang dikaji oleh pendidikan
tinggi dapat dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan. Di
dalam usaha untuk pengembangan pendidikan tinggi sebagai research
university yang sangat diperlukan sebagai lokomotif pengembangan
ekonomi, maka kita tidak dapat menutup mata kepada perlunya riset
bukan hanya pada bidang teknologi dan ilmu pengetahuan tetapi
juga di dalam kebudayaan di dalam artinya yang luas. Pendidikan
tinggi haruslah pula merupakan pusat pengembangan kebudayaan
baik lokal maupun nasional. *?

Apabila telah kita lihat fungsi pendidikan formal di dalam
pengembangan apresiasi budaya di dalam rangka mengembangkan
persatuan bangsa dan kesatuan negara Indonesia, maka tampak
dengan jelas fungsi kebudayaan sebagai perekat integrasi bangsa.*

32 David Damrosh, We Scholars, Changing the Culture of the University
(1995).

3 Dalam evaluasi satu dasawarsa Education for All (EFA) yang diselengga-
rakan di Bangkok, 17-20 Januari 2000 disimpulkan peran penting pendidikan
sebagai kunci membangun toleransi dan perdamaian dunia.
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Dengan apresiasi nilai-nilai kebudayaan baik lokal maupun nasional,
akan ditumbuhkembangkan berbagai komitmen dari manusia Indo-
nesia yaitu: 1) Komitmen pada kesadaran dan penghormatan pada
kebhinnekaan budaya nusantara. 2) Komitmen pada kebhinnekaan
bangsa Indonesia dengan nilai-nilainya sendiri. Nilai-nilai tersebut
dipelihara dan dikembangkan melalui program kurikulum di dalam
setiap tingkat dan jenis pendidikan. 3) Kenyataan kehidupan berma-
syarakat akhir-akhir ini terganggu dengan adanya konflik yang berbau
SARA. Di dalam kaitan ini perlu dikembangkan sikap toleransi di
dalam masyarakat Indonesia melalui apresiasi budaya nusantara yang
beragam namun direkat oleh komitmen untuk hidup bersama sebagai
satu bangsa dan satu negara ialah ncgara kesatuan Republik Indonesia.
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PENINGKATAN APPRESIASI BUDAYA BANGSA
MELALUI MEDIA MASSA

Djafar H.Assegaft
Pemred Media Indonesia
GM Pemberitaan RCTI

Membicarakan masalah appresiasi budaya kita memasuki
bidang yang luas sekali. Hampir seluruh hasil karya bangsa merupa-
kan budaya, mulai dari seni, kesusasteraan dan teknologi (betapapun
sederhananya) termasuk dalam kategori budaya bangsa. Namun
rasanya kita dapat membatasi pengertian mengenai budaya hanyalah
menyangkut seni dan kesusastraan.

Justru kalau kita ingin membicarakannya secara jujur, pada
saat ini kita tengah dihadapai kepada kemunduran baik dalam bidang
kreativitas dan penciptaannya maupun masyarakat yang menghargai
hasil seni tadi. Bukan hanya kemunduran kreativitas dan penciptaan,
namun syarat untuk dapat menikmati hasil budaya tadi juga meng-
alami kemerosotan. Dalam hal in1 adalah budaya baca (reading habit)
yang menurun dan sangat mengkhawatirkan. Penyair Taufik Ismail
pernah memintakan perhatian kepada para pimpinan redaksi surat-
kabar terhadap hal ini. Dengan kata-kata yang plastis ia menyata-
kan bahwa “Bangsa Indonesia sudah rabun matanya dan lunglai
tangannya.”

Tidak perlu dicari siapakah yang bersalah, karena mundurnya
“budaya baca” tadi dihadapi diseluruh dunia. Namun yang sangat
parah adalah Indonesia. Tampaknya tanah air kita tengah dilanda
semua macam penyakit yang parah. Sokoguru atau tiang utama untuk
dapat membina appresiasi budaya adalah pada kebiasaan membaca.
Untuk menjadi seorang yang berbudaya dan bijak, orang harus banyak
membaca.



Disinilah pula letaknya situasi yang mengkhawatirkan, yakni
retaknya kesatuan bangsa. Generasi muda tampaknya berada di-
ambang situasi asing satu dengan yang lainnya. Karena mereka tidak
diasuh untuk dapat mengenal suku-suku dan sejarah etnis di tanah
air. Bayangkanlah di tahun limapuluhan pengertian dan appresiasi
terhadap suku-suku bangsa didapat dengan bacaan buku-buku kesu-
sasteraan yang menggambarkan suku-suku kita, misalnya “Toraja
Sa'dan” karya Mohamad Rajab, “Tambera” karya Utuy Tatang
Sontani,”] Swasta Setahun di Bedulu” karya Nyoman Panji Tisna,
“Pahlawan Minahasa” dan sebagainya. Film-Film yang dihasilkan
di tahun limapuluhan juga memberikan appresiasi terhadap hal-hal
yang terkait kepada budaya bangsa, seperti “Tamu Agung” yang
diadaptasi dan karya Gogol dengan suasana daerah miskin digunung
Kidul, “Antara Bumi dan Langit” (hubungan antar etnis Belanda
Indo dan pejuang), Lewat Jam Malam (Pengalaman bekas-bekas
pejoang, setelah merdeka). Demikian pula dalam seni patung, seni
lukis dan karya-karya theater. Bahkan di kala itu “Mis Cicih” sandi-
wara Sunda masih hidup dan Wayang Wong Ngesti Pendowo masih
ramai dikunjungi penonton (bukan hanya Jawa tetapi juga generasi
muda dari luar Jawa yang ingin mengenal budaya Jawa).

Pada saat itu media massa (dikala itu hanya ada media cetak
dan radio), isinya penuh dengan hasil budaya bangsa. Orkes Simphoni
Jakarta dibawah pimpinan Syaiful Bahri terkenal dan sangat dihargai.
Resensi seni dan lembar-lembar budaya dan sastera merupakan
panduan para seniman. Majalah-majalah budaya seperti “Indonesia”
(penerbitan BMKN) dan “Bahasa dan Budaya” terbit secara teratur,
disamping majalah-majalah Kisah dan majalah Budaya lainnya.

Sengaja saya menukilkan hal ini, tidak ingin mengingatkan
kepada kemampuan, kreativitas dan appresiasi masyarakat dikala
itu, akan tetapi untuk menyentakkan kita “agar bangun dari tidur,
dan bahwa kita perlu memperbaiki diri jika kita ingin hadir sebagai
bangsa.”
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Kalau kita ingin bicara tentang peran media massa didalam
membangkitkan appresiasi pada budaya bangsa, kitapun harus pula
melihat kedalam kepada pengelola media massa yang ada, baik
suratkabar, majalah maupun televisi. Umumnya mereka itu sudah
tidak seperti generasi terdahulu yang sebenarnya berkeinginan “men-
jadi penulis” atau “budayawan” dan kemudian terjun kedunia surat
kabar. Generasi sekarang jauh lebih banyak terampil pada hal-hal
yang bersifat politik, ekonomi dengan wawasan budaya yang tumpul.
Maafkan jika saya memakai istilah ini, karena penulis juga menyama-
ratakan generasi wartawan sekarang, pada hal ada beberapa (sedikit)
yang mempunyai wawasan budaya dan bahkan jika dikembangkan
dan didorong dengan appresiasi masyarakat mereka akan bangkit
sebagai generasi budayawan yang tangguh.

Saya ingin menunjukkan contoh yang saya alami, yang menge-
jutkan saya dan kemudian menyadarkan saya bahwa wartawan baik
di media cetak maupun radio dan elektronika memerlukan pening-
katan pemahamannya terhadap budaya bangsa dan hasil-hasil budaya
bangsanya. Ceritanya demikian. Saya ingin mewawancarai Dubes
Cina. Saya membawa salah seorang produser reporter dan jurukamera.
Sebelum diterima Dubes Cina kami diterima oleh sekretaris Kedubes
Cina. la berbahasa Indonesia dengan amat baik mendekati sempurna
dan indah.

Saya berkomentar, “Bahasa Indonesia anda baik sekali”.

la menjawab, “Saya belajar bahasa Indonesia di Beijing pada
jurusan bahasa Indonesia dan mendalami kesusteraan modern Indo-
nesia”. Pembicaraan kami sampai kepada karya-karya Pramudya
Anantatur. Mulai dari yang ditulis tahun limapuluhan seperti Cerita
dari Blora, Perburuan, Ditepi Kali Bekasi, Keluarga Gerilya” dan
sampai hasil-hasil karya terbarunya Bumi Manusia, Anak Semua
Bangsa, Rumah Kaca dan bahkan Nyanyi Sunyi dan Arus Balik.
Pembicaraan saya dengan Sekretaris Politik tentang kesusasteraan
tadi begitu intens.

337



Namun apa lacur ketika saya tanyakan kepada produser yang
mengikuti saya yang juga seorang “pembaca berita”, buku-buku yang
disebutkan tadi belum pernah dibacanya. la dari jurusan bahasa
Inggeris Fakultas Sastra. Tidakkah hal itu sangat menyedihkan?

Setelah uraian ini marilah kita masuki tema seminar ini, yakni
peran media massa untuk meningkatkan apreasiasi budaya. Tidak
ada yang meragukan bahwa media massa memainkan peran yang
penting dan tangguh untuk dapat menumbuhkan kembali appresiasi
terhadap budaya bangsa. Seperti dikemukakan dibagian awal, penye-
bab utama menurunnya appresiasi pada budaya bangsa adalah karena
menurunnya minat baca. Karena itu kita harus mampu membangun
kembali minat baca di masyarakat. (Contoh: Webb-site The New York
Times). Kampanye mengembalikan minat baca, patut sekali dikem-
bangkan; karena kemajuan teknologi elektronika juga telah menyaingi
keinginan membaca tadi.

Saya baru kembali dari Inggris untuk mengikuti seminar yang
bertema: “Managing Newspaper in the 21 Century”. Seorang penyaji,
John Ryan menguraikan, betapa menurunnya minat baca surat kabar
datang dari London ke Cardiff dengan naik kereta api. Di Deresi
kereta api itu ada 44 orang. Dari 44 orang itu kalau dahulu hampir
90% membaca suratkabar. Sekarang hanya 3 orang saja. Selebihnya
ada 8 anak muda yang main “elektronic games”, 9 anak muda asyik
mendengarkan music dari walk-mannya dan yang lainnya menyaksi-
kan tayangan televisi di kereta.

Karena itu haruslah ada usaha untuk kembali membangkitkan
minat baca. la tidak hanya dibicarakan dalam seminar namun diusaha-
kan melalui sebuah kampanye Nasional mengenai usaha meningkat-
kan minat baca dan penyebaran buku murah. Bukan hanya minat
baca yang digerakkan, namun juga usaha penerbitan buku dengan
harga yang terjangkau.

Setelah itu patut pula dilakukan usaha mencapai kelompok
strategis, untuk dapat menjadi nucleus inti yang menggerakkan
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appresiasi budaya di media massa (baik suratkabar, tv dan radio).
Secara singkat dapatlah disebutkan lima usaha yang sudah patut
digerakkan,yakni:

L.

Mengembangkan kemampuan redaktur-redaktur budaya atau
sastera di media massa, untuk kembali mengembangkan rubrik-
rubrik budaya dan sastera di media massa.

Membangun suatu pusat pengembangan kelompok redaktur
budaya media massa syukur jika dapat dibentuk kelompok warta-
wan peminat budaya dan sastera.

Mengembangkan pelembagaan untuk memberikan “hadiah jur-
nalistik™ bagi penulis resensi Filem, theater dan resensi buku.
Lembaga tadi harus pula dapat mengembangkan usaha untuk
mendorong tumbuhnya lembar sastra dan budaya di media cetak
dan media siaran.

Dengan usaha ini dan ditambah dengan kegiatan yang serentak

dan menyeluruh dari kalangan yang terkait, barangkali usaha untuk
mengembangkan apresiasi budaya bangsa akan dapat berhasil. Yang
jelas kita harus professional menanganinya dan tidak terjerumus
dalam lingkaran setan “‘verbalisme”.

Terimakasih.
Jakarta, 23 Pebruari 2000.
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